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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 
2.1. Konsep Keuangan Negara 

2.1.1. Pengertian Keuangan Negara 

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara 

kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata 

uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun 

mendatang.36 Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan 

undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan 

pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan 

menunjukkan alat pembiayaaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran 

tersebut.37 

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:38 

a. Periodik; 

b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;  

c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran 

dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan  

d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undanga-undang.  

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due 

menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget). Ditinjau dari 

                                                           
36 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-

2.   
37Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, 

(Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.20.   
38Ibid. 
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kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat 

dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara 

keduanya.Muchsan39 mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari 

keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk 

melaksanakan penggunaan keuangan negara. 

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi 

pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya 

berasal dari APBN.Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah 

keuangan yang berasal dari APBN.Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan 

dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam 

arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.40 

Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan 

yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau 

perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan 

negara.Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan 

yang berasal dari APBN saja. Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara 

adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan 

tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.41 

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua 

hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa 

                                                           
39 W. Riawan Tjandra, Op.Cit, hlm.3.   
40 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, 

(Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm.49.   
41Ibid, hlm.50. 
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uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 

hak-hak tersebut.42Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance 

mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat 

dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan 

ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisieni.43 

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada UU No.31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((LN. Nomor 140 

Tahun 1999, TLN Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 

Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam penjelasan umum 

bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut 

UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan 

atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara 

dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena; 

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat 

lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;  

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan 

yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 

Setelah itu, Pasal 1 angka 1 UU No. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (UUKN) diatur( TLN. Nomor 4286 tahun 2003 ) mengenai pengertian 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

                                                           
42 Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015.   
43 Otto Ekstein, Keuangan Negara, (Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981 ), hlm. 8 



39 
 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut.  

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki 

substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit.Keuangan 

negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran 

negara.Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak 

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik 

negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang 

bersangkutan.44Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan 

negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar 

ada keseragaman pemahaman. 

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum 

UUKN adalah sebagai berikut:45 

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak 

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekeayaan negara 

yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut.  

2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi 

seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau 

                                                           
44 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 

hlm. 11   
45Lihat penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, 

dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. 

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggungjawaban.  

4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan 

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek 

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

negara.  

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian 

keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan 

negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau 

anggaran negara.Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan 

substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh 

dipersamakan secara yuridis.Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam 

arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.46 

Dalam hubungan ini, Jimly Asshiddiqie47 mengemukakan kegiatan yang 

berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai 

keuangan negara yang kemudian tercermin dalam perumusan ketentuan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun 

1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang 
                                                           

46 Muhammad Djafar Saidi, op.cit, hlm. 13.   
47 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi, 

(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008), hlm. 833-834.   
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atau keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara 

saja. Dalam pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua ung negara, masuk 

dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Tidak ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar 

anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly 

Asshiddiqie48 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua 

aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja 

negara.Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. 

2.1.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara 

Asas-asas klasik dalam pengelolaan keuangan negara adalah sebagai 

berikut:49 

1. Asas Tahunan 

Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomis 

anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum mengenai penyesuaian 

kebijaksanaan pemerintah kepada perubahan keadaan-keadaan menghendaki 

penyusunan anggaran yang teratur dan yang saat-saatnya tidak jauh berbeda 

satu dari yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan 

tahun. 

2. Asas Universalitas 
                                                           

48Ibid , hlm. 834-835.   
49 Soedarmin dan Subagio, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Buku !, (Malang: Jurusan 

Manajemen FE UM, 1991), hlm. 67-76 
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Pengeluaran sebagai akibat dijalankannya secara konsisten hak budget 

parlemen harus dimasukkan ke dalam anggaran, hingga tiada suatu aktivitas 

Pemerintah yang berada di luar kontrol parlemen.Anggaran demikian adalah 

anggaran bruto, artinya tiada percampuran atau kompensasi antara pengeluaran 

dan penerimaan. Kompensasi (anggaran netto) akan mengakibatkan sebagian 

pengeluaran berada di luar kontrol parlemen. Dalam rangka ini perlu disebut 

asas non afektasi, artinya pengeluaran tertentu tidak diikatkan pada pendapatan 

tertentu. 

3. Asas Kesatuan 

Anggaran negara dan anggaran tersendiri untuk perusahaan-perusahaan harus 

disusun dan harus disimpulkan dalam satu dokumen.Anggaran perusahaan 

adalah anggaran bruto, sedangkan saldonya dimuat dalam anggaran 

negara.Fungsi otorisasi menghendaki pembagian anggaran yang jelas mengenai 

pengeluaran dan pendapatan menurut satuan organisasi besar atau kecil, yaitu 

tempat-tempat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan anggaran.Fungsi 

mikroekonomi menghendaki pembagian yang jelas menurut tempat biaya 

(satuan organisasi) dan jenis biaya.Fungsi makroekonomi menghendaki 

susunan yang sejauh mungkin sesuai dengan sistem perhitungan tahunan 

nasional, yang bahan-bahannya dapat merupakan lampiran penjelasan dari 

anggaran. 

4. Asas Spesialitas 

Asas ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran, tiap jenis pengeluaran 

untuk tiap satuan organisasi dimuat satu pasal anggaran, sehingga dijamin 
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bahwa pembuat undang-undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan 

jenis pengeluaran. 

Selain asas-asas klasik sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat asas-asas 

baru dalam pengelolaan keuangan negara yang diperkenalkan melalui UU No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih da Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

sebagai berikut: 

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil 

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau 

pimpinan kolektiforganisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan 

kinerja dan/atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk 

meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya 

tersebut.Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat 

diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.50 

Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 

mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Tujuan dari utama akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah 

meliputi dua hal mendasar, yaitu: peningkatan akuntabilitas publik instansi 

pemerintah dan Peningkatan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas kinerja 

                                                           
50Siswanto Sunarso, Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah, 

(Bandung: Mandar maju, 2005), hlm. 137 
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organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang terciptanya 

korupsi, kolusi dan nepotisme.51 

2. Asas Profesionalitas 

Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 

mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian 

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Asas profesionalitas dalam pelaksanaan keuangan negara 

merupakan penerapan prinsip profesionalisme dalam tata kelola keuangan 

negara untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan 

negara. Hal tersebut kiranya juga berkaitan dengan kemampuan untuk 

melaksanakan fungsi pernerintahan berdasarkan target kinerja yang ditetapkan 

untuk setiap program/kegiatan pemerintahan. 

3. Asas Proporsionalitas 

Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas 

proporsionalitas sebagai asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak 

dan kewajiban penyelenggara negara. Dikaitkan dengan pelaksanaan keuangan 

negara, kiranya dapat dimaknai bahwa pelaksanaan keuangan negara sejak dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya harus 

menjamin terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan anggaran dengan 

sistem pembiayaan yang diperlukan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

negara merupakan prinsip yang menghendaki agar pengelolaan anggaran dapat 

diakses secara terbuka oleh publik dan stakeholdersyang berkepentingan. 

                                                           
51Syahrudin Rasul, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam 

Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Jakarta: PNRI, 2003), hlm. 8 
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Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Badan atau lembaga yang dipercaya untuk memegang kekuasaan 

ketatanegaraan dalam mengaudit keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan / BPK, eksistensinya diatur dalam pasal 23E  G Undang-Undang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Hasil amandemen terhadap 

konstitusi telah menghasilkan salah satu ketentuan yang sangat penting untuk 

menjamin independensi dan kemandirian BPK, yaitu Pasal 2E ayat (1) yang 

menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 

yang bebas dan mandiri. 

2.1.3. Ruang Lingkup Keuangan Negara 

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam 

rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup 

yang dimilikinya.Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang 

dikandung dalam keuangan negara.Sebenarnya keuangan negara harus memiliki 

ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-

pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. 

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan 

ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan 

negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut;  

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman;  
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2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan 

negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  

3. Penerimaan Negara;  

4. Pengeluaran Negara;  

5. Penerimaan Daerah;  

6. Pengeluaran Daerah;  

7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/ perusahaan daerah;  

8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  

9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat 

dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan 

moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.  Menurut 

UU No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:  

1. Pengelolaan moneter  

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter.Kebijakan 

moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada 

keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang 

dan jasa yang tersedia di masyarakat. 
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2. Pengelolaan Fiskal  

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan 

kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi 

kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.Kebijakan fiskal adalah 

kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan 

(pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. 

3. Pengelolaan Kekayaan Negara 

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk 

pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang 

dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh 

modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara).Perusahaan semacam ini biasa di 

sebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara 

(BUMN/BUMD). 

2.2. Konsep Tindak Pidana Korupsi 

2.2.1.Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam 

perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 

terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut : Tindak Pidana; 

Peristiwa Pidana; Delik; Pelanggaran Pidana; Perbuatan yang boleh dihukum; 

Perbuatan yang dapat dihukum; Perbuatan Pidana. Menurut terminologi, strafbaar 

feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari tujuh istilah yang 
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digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 

dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. 

Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 

pelanggaran, dan perbuatan.52 

strafbaar feit itu secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya ter 53 Sedangkan 

strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang- 54 

strafbaar feit adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang 

55 Menurut 

strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedgraging) yang 

dirumuskan dalam wet, bersifat melawan hukum, patut dipidana (strafwaardig), 

56 Selain beberapa pendapat tersebut, Simons 

strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 

pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan 

57 

                                                           
52 Adami Chazawi,Pelajaran   Hukum   Pidana   Bagian I,(Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,2007),  hlm. 69 
53Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 

173 
54Adami Chazawi. Op. Cit., hlm. 72 
55Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54 
56 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 53 
57Ibid 
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Penggunaan istilah yang bermacam-macam sebagaiama yang dikemukakan 

para tokoh di atas pada hakekatnya memiliki makna yang sama yaitu adanya 

perbuatan atau tindakan yang besifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian 

bagi orang lain serta perbuatan itu telah dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan. Secara ius constituendum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 

ayat (1) Rancangan UU KUHP, istilah yang digunakan adalah tindak pidana 

indak pidana adalah perbuatan melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu yangoleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

 

2.2.2. Pengertian Korupsi 

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku 

menyimpang manusia dalam interaksi sosial yang dapat mengancam dan 

membahayakan masyarakat dan negara.Korupsi itu merupakan sebuah suatu 

kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi 

tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptio atau corruptus.Corruptio 

berasal dari kata asal corrumpere, kemudian dari bahasa latin itu turun ke banyak 

bahasa seperti di Inggris corruption, corrupt, Prancis Corruption, Belanda 

Corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu 

korupsi.58 

Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-

tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status 

(harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok 
                                                           

58 Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fockema Andrea dalam buku Andi Hamzah, 
Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 4 
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sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku 

pribadi.59Korupsi juga diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah 

seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang 

tidak sah.60 

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis 

dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana.Di dalam 

politik hukum pidana61 Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk 

tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang 

cukup berat.62Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi itu sering disebut 

sebagai extra ordinary crime63atau white collar crime.64 

2.2.3. Tindak Pidana Korupsi 

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan 

itu cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut itu pasti korupsi).65 Ungkapan 

tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya empat tipe korupsi yang mana 

keempat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat 
                                                           

59 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 
31 

60Ibid, hlm. 4 
61Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Lihat dalam Mokhammad Najih, 
Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pemaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, 
(Malang:Setara Press, 2014), hlm. 52 

62 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,(Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1 

63Korupsi disebut extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampak yang 
ditimbulkan sangat besar.Korupsi itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi 
masyarakat dan sosial masyarakat, yang menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat 
yang besar. Anton Suparno, Hubungan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan 
Politik di Indonesia, Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit, hlm. 2 

64White collar crime atau kejahatan kerahputih adalah kejatahan yang dilakukan oleh 
seseorang yang punya kedudukan, jabatan atau keahlian tertentu.Pihak yang terlibat dalan 
kejahatan white collar crime merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya 
berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara yang cangih, serta 
bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, Munir Fuadi, Bisnis Kotor: 
Anatomi Kejahatan Kerah Putih,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22 

65 Pendapat tersebut dikemukana oleh Lord Acton dalam buku Ermansjah Djaja, 
Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,(Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 17 
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dengan kekuasaan yaitu political bribery, political kickbacks, election fraud, dan 

corrupt compaign practices.66 

Political bribery adalah kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan 

pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh 

suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum 

sering berhubungan dengan aktifitas perusahaan tertentu sebagai penyandang 

dana, para pengusaha berharap peraturan perundang-undangan yang mereka buat 

menguntungkan usaha dan bisnis mereka. 

Political kickbacks adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem 

kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan 

pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan 

banyak uang bagi kedua belah pihak. 

Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-

kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon 

penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum. 

Corrupt compaign practices adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan 

kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga penggunaan uang 

negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.67 

Dalam kamus umum Belanda Indonesia, corruptive yang juga disalin 

menjadi corruptien dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korupsi, 

penyuapan.68Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan 

                                                           
66 Pendapat tersebut dikemukakan oleh Piers Beirne and James Messerschmidt dalam 

buku Dani Krisnawati dkk.,Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,(Jakarta: Pena Pundi Aksara,  
2006), hlm. 31 

67Ibid, hlm. 32. 
68Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia,(Jakarta: Ihktiar Baru, 1999), hlm. 128 
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kata bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk 

seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.69 

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain 

secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.70 

Korupsi juga disebutkan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para 

pejabat pemerintah yang langsung melangar batas-batas hukum atas tingkah laku 

tersebu, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi 

apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah 

tercela.71 

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang 

korupsi.Pasal 2 menjelaskan tentang setiap orang yang secara melawan hukum, 

berbuat sesuatu yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara 

yang dapat menyengsarakan rakyat yang dilakukan untuk memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan. Pasal 3 menjelaskan tentang setiap 

orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 

diberikan kepadanya atas jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan 

kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara dengan tujuan  

menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi.  

                                                           
69 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1976), 

hlm. 524 
70 Korupsi dalam 

Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4. 
71 Pendapat tersebut dikemukakan oleh Lubis dan scott sebagaimana dikutip oleh IGM 

Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya keadilan 
melawan Mafia Hukum, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16 
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Mengenai ciri-ciri korupsi, kita dapat mengacu pada pendapat salah satu 

ilmuwan yang menjelaskan bahwa ciri-ciri korupsi itu adalah:72 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang 

b. Pada umumnya korupsi dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi telah 

merajalela sehingga mereka yang ada di dalamnya tidak tergoda untuk  

menyembunyikan perbuatannya, namun motif korupsi selalu dirahasiakan 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban 

dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang 

d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 

menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum 

e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu 

untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu 

f. Setiap perbuatan korupsi mengandung unsur manipulasi yang biasanya 

dilakukan oleh suatu korporasi, pejabat ataupun oleh individu dan rakyat pada 

umumnya 

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 

 

 
 

  

                                                           
72 Syed Hussein Al Atas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data 

Kontemporer,(Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1982), hlm. 12-13 


